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 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR    17 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

  Menimbang : 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk  melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;



b. 
bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan jalan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;

c. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 
:
1.  
Undang-undang Nomor  12  Tahun 1970  tentang Penanaman Modal Dalam Negeri  ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );

2.  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999   tentang  Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );



3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848 );


   4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor   3851 ) ;



5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 );



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom         ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 


10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 402, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );


11.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor     4022 );


12.  Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 );


13.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4138 );


17.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah              ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima ( Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2003 );


21. 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 );

22.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 ).

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
PERATURAN DAERAH  TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BIMA

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah  Daerah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah  adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

f. Bima Bhakti Utama adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

g. Direktur Utama adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

h. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

i. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur – Direktur.

j. Pengawas adalah Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

k. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

l. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.

BAB II

    P E N D I R I  A N

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Bima Bhakti Utama yang  berdudukan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2)  Bima  Bhakti  Utama   sebagai   Badan   Hukum   berhak   melakukan  usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Bima Bhakti Utama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bima.

(2) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dapat mendirikan kantor perwakilan serta kantor pelayanan dengan wilayah kerja dalam wilayah daerah Kota Bima.

(3) Apabila didalam operasionalnya terdapat kegiatan di luar wilayah Kota Bima, maka Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dapat menyesuaikan diri dengan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

(1) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kota Bima dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan produktif di bidang perdagangan umum dan jasa ;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pasal ini Badan Usaha Milik Daerah  Bima Bhakti Utama  Kota Bima  melakukan usaha-usaha :

a. Mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan fasilitas sosial lainnya.

b. Mengusahakan perdagangan umum dan jasa.

c. Mempersiapkan dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian barang dan jasa bagi  masyarakat  Kota Bima ;

d. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Walikota  sesuai dengan tujuan dan usaha Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama ;

e. Didalam mencapai tujuan dan melaksanakan usahanya Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  tunduk dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 5

Dalam mengembangkan usahanya, Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dapat melakukan usaha bersama dengan badan usaha Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah atau badan usaha lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya dengan persetujuan Walikota. 

BAB  V

       M O D A L

Pasal 6
(1) Modal Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima adalah adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Kota Bima ;

(2) Modal Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama adalah seluruh kekayaan dan asset yang diserahkan Pemerintah Kota Bima sebagai kekayaaan daerah yang telah dipisahkan ; 

(3) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-  ( satu miliar  rupiah) ; 

(4) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini ; 

(5) Modal Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  tidak terbagi atas saham.

Pasal 7

Semua alat likuiditas Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  disimpan dalam PT. Bank NTB Cabang Bima.

Pasal 8

Penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dapat diperoleh dari :

a. Pemupukan dana interen. 

b. Anggaran Daerah. 

c. Bantuan Pemerintah maupun pihak ke tiga.

d. Pinjaman  yang  diperoleh  dari  dalam  dan  luar negeri dengan persetujuan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI

       PENGELOLAAN

 Pasal 9

Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dipimpin oleh  Direksi yang terdiri atas Direktur Utama dan dibantu sebanyaknya-banyaknya 4 (empat) orang direktur.

          Pasal 10

Dalam melaksanakan pengelolaannya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota  dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

  Pasal 11

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ;

(2) Masing-masing Direktur untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ; 

(3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Walikota dan apabila Direktur dimaksud berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Walikota, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama ;

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

Pasal 12

Tugas  Direksi adalah :

a. Mengelola Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  sesuai dengan tujuannya dan senantiasa berdaya guna dan berhasil guna ;

b. Mengurus dan mengawasi kekayaan   Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama ;

c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama ;

d. Mewakili Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama di dalam maupun di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas pada sub a dan b pasal ini.

Pasal 13

Direksi mempunyai kewajiban :

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan  Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  sesuai dengan tujuan dan usahanya ;

 b.  Menyiapkan pada waktunya rencana dan program kerja tahunan ;

 c. Mengadakan, memelihara dan mengelola administrasi umum dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

d.  Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama termasuk perhitungan laba rugi kepada Walikota ;

e.  Menjalankan kewajiban lain berdasarkan petunjuk Walikota.

Pasal 14

Direksi mempunyai hak dan wewenang :

a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana sub b pasal ini.

d.  Mengatur penyerahan kuasa direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang dan badan lain.

Pasal 15

Direksi harus mendapat persetujuan Walikota Bima setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bima dalam hal :

a. Mengadakan perjanjian utang piutang dan perjanjian kerjasama yang mengikat Badan  Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

b. Memperoleh, mengasingkan dan menghipotikan benda tidak bergerak milik Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

c. Melaksanakan hal-hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama .

Pasal 16

Syarat –syarat  umum:

(1)  Anggota direksi adalah warga negara Republik Indonesia bertaqwa kepada Tuhan        Yang Maha Esa.

(2) Anggota direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang  diperlukan untuk memimpin perusahaan. 

(3) Anggota direksi diangkat dari kalangan swasta yang memiliki moral dan ahlak yang mulia.

(4) Antar anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus baik ke atas dan ke bawah maupun garis ke samping termasuk suami isteri,  menantu dan ipar.

(5) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak

 langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba.

(6) Anggota   direksi  tidak   boleh merangkap  jabatan lain kecuali dengan ijin tertulis Walikota.

Pasal 17

Syarat-syarat  Khusus:

(1). Untuk menjadi anggota direksi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani.

b. Direktur Utama pendidikan minimal tamatan S1.

c. Direktur  pendidikan minimal SMU atau  sederajat.

d. Direktur Utama Umur minimum 25 tahun maxsimal  55 tahun.

e. Diutamakan yang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman dan kemampuan mengelola perusahaan.

(2) Penetapan direktur utama wajib melalui uji kemampuan dan kelayakan ( Fit and Proper Test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, dari 3 ( tiga) orang calon yang diajukan oleh Walikota.

Pasal 18

(1) Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul pengawas setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ;

(2) Masa jabatan direksi selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali   setelah jabatan tersebut berakhir ;

Pasal 19

(1) Anggota  direksi  dapat  diberhentikan  oleh  Walikota  meskipun  masa jabatan sebagaimana dimaksud  pasal 18 ayat (2) belum berakhir karena :

a.   Meninggal dunia.

b. Atas permintaan sendiri.

c.   Melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan.

d. Melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan kepentingan daerah atau negara.

e. Cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas.

(2) 
Walikota dapat memberhentikan sementara anggota direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sub c dan d pasal ini.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan - alasannya .

(4) a. Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) sub c dan d dilakukan, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh pengawas dalam jangka waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak anggota direksi yang bersangkutan diberitahu tentang pemberhentian sementara tersebut ;

b. Dalam  sidang  tersebut  pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya kepada Walikota ;

c. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sidang sebagaimana dimaksud sub b ayat ini, Walikota menyampaikan keputusan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ;

d. Dalam  hal  pemberitahuan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud sub c ayat ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(5) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini dibatalkan,  maka yang bersangkutan direhabilitasi secara terbuka.

(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana ayat (1) sub c pasal ini merupakan tindak pidana menurut keputusan pengadilan, maka pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.

(7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima ditetapkan dengan Keputusan  Walikota.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 20

(1)  Untuk membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Bima Bhakti Utama Kota Bima, dibentuk pengawas dengan keanggotaan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang   yang diketuai oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;          

(2)  Anggota Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.

(3) Masa jabatan anggota pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) selama-lamanya 5 (lima) tahun.

(4) Pengawas bertugas membantu Walikota :

a. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota Bima.

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima.

d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bada Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama .

e. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan  Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

f. Meminta keterangan kepada direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

(5) Ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan anggota pengawas ditetapkan oleh Walikota.

(6) Penghasilan anggota pengawas ditetapkan oleh Walikota dan dibebankan kepada Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

BAB  VIII

TUNTUTAN GANTI - RUGI

Pasal 21
(1) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  termasuk anggota direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada yang langsung menimbulkan kerugian bagi Badan Usaha Milik Daerah  Bima Bhakti Utama diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;

(2) Ketentuan tentang ganti-rugi terhadap pegawai Pemerintah Kota Bima berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama.

BAB  IX

TAHUN  BUKU

Pasal  22

Tahun buku Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama adalah tahun takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 23

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku, direksi telah mengirimkan rencana anggaran Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah rencana anggaran keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterima oleh Walikota dan Walikota tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana anggaran tersebut dianggap berlaku.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota.

BAB XI

 LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA 

DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota.

       Pasal 25
(1)
Untuk tiap tahun buku oleh direksi disampaikan perhitungan tahunan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku ;

(2)
Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan ;

(3) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Walikota tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan ;

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab oleh Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB  XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

 Pasal 26

(1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Anggaran Daerah 

50 %

b. Cadangan Umum

20 %

c. Jasa Produksi


10 %

d. Jasa Pegawai

  
  5 %

e. Dana Pensiun dan Sosial
15 %

(2) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan  rahasia.

BAB  XIII

PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS

Pasal 27

Pembiayaan proyek khusus diatur dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Kedudukan hukum, gaji, tunjangan  dan pensiun pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama termasuk anggota Direksi diatur dengan keputusan Walikota , yang berlaku setelah mendapat persetujuan  dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok gaji kepegawaian yang berlaku ;

(2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  menurut peraturan kepegawaian atas persetujuan  Walikota ;

(3) Pendapatan dan tunjangan lain untuk anggota direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama  ditetapkan oleh Walikota.

BAB  XV

       PEMBUBARAN

    Pasal 29

(1) Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Bhakti Utama ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

(2) Walikota menunjuk suatu panitia dalam rangka pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Bhakti Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;

(3) Dalam hal Bima Bhakti Utama Kota Bima dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima dari harta kekayaan Badan Usaha Milik Daerah Bhakti Utama yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Kota Bima ;

(4) Pertanggung jawaban likuiditas oleh likuidatur dilakukan kepada Walikota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur. 

Pasal 30

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pasal 29 maka penyelesaian kekayaan anggota Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Bhakti Utama  ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN

Pasal 31

(1) Penyelesaian perselisihan yang timbul atas sesuatu perjanjian diselesaikan melalui proses Pengadilan atau dengan jalan arbitrase.

(2) Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti  Utama dapat mengadakan ketentuan arbitrase dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan  Walikota.

Pasal 33

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di       Raba-Bima

Pada tanggal   7 Juli    2004

      WALIKOTA, 

        ttd              



 M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba – Bima

Pada Tanggal  7 Juli  2004

SEKRETARIS DAERAH

       H. USMAN AK

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2004

NOMOR   53   SERI

PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR :       TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BHAKTI  UTAMA KOTA BIMA

1. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima adalah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berfungsi sebagai penunjang sarana perekonomian dan pembagunan Daerah serta sebagai salah satu sarana untuk memperoleh sumber Pendapatan Asli Daerah         ( PAD ) dalam rangka pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat perkembangan dewasa ini, perlu diadakan suatu ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s/d pasal 3 
: Cukup jelas

Pasal 4 
: Usaha – usaha yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Usaha perdagangan umum meliputi pertokoan, distributor 9 ( sembilan ) bahan pokok distributor semen, apotik dan perdagangan umum lainnya ;

2. Usaha jasa terdiri dari :

a. Jasa konstruksi meliputi gedung / rumah, jembatan, jalan / bendungan / Dam / waduk dan usaha konstruksi lainnya

b. Jasa konsultan

c. Jasa simpan pinjam

3. Pertanian dalam arti luas meliputi Usaha – usaha Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan usaha pertanian lainnya ;

4. Pertambangan meliputi ekploitasi, pengolahan pertanian, pengangkutan serta usaha pertambangan lainnya ;

5. Pariwisata meliputi usaha rekreasi dan hiburan umum, usaha pondok wisata, usaha hotel, kawasan pariwisata, usaha rumah makan / restoran dan industri usaha lainnya ;

6. industri kecil dan kerajinan rakyat meliputi usaha pembuatan meubel, usaha gerabah, anyaman – anyaman, perkembelan, percetakan dan industri kecil lainnya.

Pasal 5 
: 
Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) 
:
Semua aktiva dan pasiva dimaksud termasuk hibah yang telah dan akan diterima dari Pemerintah dan atau pihak ketiga.

Pasal 7
:  Cukup jelas

Pasal 8 s/d 13 
:  Cukup jelas

Pasal 14  
:  Cukup jelas

Pasal 15 s/d 32 
:  Cukup jelas
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KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR                TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk  melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;



b. 
bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan jalan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima;

b. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima,  perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat 
:
1.  
Undang-undang Nomor  12  Tahun 1970  tentang Penanaman Modal Dalam Negeri  ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );

2. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848);


   4. 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Nomor   3851) ;



5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

6. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );

9. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom         ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 


10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 402, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);


11.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);


12.  Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);


13..
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4138);


17.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas    Penyelenggaraan    Pemerintah       Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan  Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);


19. 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 );

20.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA .

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah  adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

f. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

h. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

BAB II

P E N D I R I  A N 

Pasal 2

NAMA

Dengan Keputusan Walikota ini ditetapkan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima dengan  Nama Bima Bhakti Utama.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

S I F A T

(1) Badan Usaha Milik Daerah ini bersifat penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mendapatkan keuntungan.

(2) Badan Usaha Milik Daerah ini bersifat mendorong perkembangan perekonomian sektor swasta dan koperasi.

(3) Badan Usaha Milik Daerah ini mendorong perkembangan dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Pasal 4

LAPANGAN USAHA

(1) Badan Usaha Milik Daerah ini berusaha dalam bidang :

a. Usaha perdagangan umum dan jasa. 

b. Pertanian.

c. Pertambangan.

d. Pariwisata.

e. Industri kecil dan kerajinan rakyat.

(2) Penambahan dan atau perluasan lapangan  usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh direksi atas persetujuan Walikota selaku Ketua Badan Pengawas.

BAB  IV

KEDUDUKAN

Pasal 5

(1) Badan Usaha Milik Daerah ini disebut Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

(2) Badan Usaha Milik Daerah ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Bima.

BAB  V

M O D A L

Pasal 6
(3) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah ini berasal  dari aktiva dan pasiva yang ada merupakan kekayaan Daerah terdiri dari :

a. Tanah. 

b. Bagunan Gedung.

c. Sumbangan  - sumbangan dari pihak ketiga.

(6) Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah tersebut ayat (1) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Bima ;

(7) Modal Badan Usaha Milik Daerah ini terdiri dari :

a. Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan terdiri atas saham.

b. Penyertaan modal dari pihak ketiga berupa saham.

c. Pihak Perbankan. 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

BAB  VII

PENGELOLAAN

 Pasal 8
(1) Anggota Direksi sejumlah dari sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang dan            sekurang – kurangnya 2 (dua) orang. 

(2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai direktur utama  dan lainnya sebagai direktur.

(3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah direktur dibantu oleh Kepala Bagian.

(4) Tanggung jawab administrasi fungsional perusahaan dilakukan direktur utama kepada Badan Pengawas Direksi.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggung jawab kepada direktur utama dan kepala bagian bertanggung jawab kepada direktur.

(6) Walikota menetapkan pedoman dan rincian lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Daerah.  
Pasal 9
(1) Direktur utama berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Badan Usaha Milik    Daerah.

(2) Direktur utama dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh walikota atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. 

 Pasal 10

(1)
Direktur utama memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa khusus dari Walikota untuk melakukan hal – hal : 

a. Mengadakan perjanjian - perjanjian atas nama Badan Usaha Milik Daerah. 

b. Mengadakan pinjaman. 

c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.

d. Mengadakan investasi.

e. Penyertaan  Modal Perusahaan lain.

f. Mewakili Badan Usaha Milik Daerah didalam maupun diluar pengadilan.

g. Melakukan perbuatan hukum lain yang dianggap perlu.

h. Persetujuan atau pemberian kuasa sebagimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

(2)
Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Badan Usaha Milik Daerah. 

(3)
Direksi dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) huruf  f pasal ini dapat menyerahkan kekuasaan  kepada seorang anggota Direksi lainnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang pegawai perusahaan daerah yang harus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain diluar Badan Usaha Milik Daerah.  

Pasal  11

(1) Direksi dapat mengadakan barang inventaris untuk penyelenggaraan perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Badan Pengawas ; 

(2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.  

BAB  VIII

KEPENGURUSAN

Pasal  12

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi harus memenuhi syarat umum dan syarat - syarat yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah ;

(2) a.  Syarat - syarat umum sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari  :

1. Warga Negara Indonesia 

2. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

3. Setia dan taat kepada Negara, Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945

4. Setia dan taat kepada Negara

5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah.

6. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan  G 30 S/PKI

7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasrkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

8. Sehat Jasmani dan Rohani

c. Syarat-syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat – sifat kepemimpinan  

2. Mempunyai pengetahuan dan kecakapan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan 

3. Berwibawa dan jujur.

(3)
Sebelum anggota direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(4)
Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :

a. Sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan

b. Sebagai jabatan  struktural atau fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah 

c. Sebagai Pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 13

(1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan pengawas untuk masa jabatan   5     ( lima ) tahun dan setelah selesai masa jabatan dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan  dimaksud dalam pasal 11 Keputusan ini.

(2) Pengangkatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

(3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat – syarat sebagaimana dalam pasal 11 ayat (2) Keputusan ini dan memperhatikan pula pertimbangan Badan Pengawas.

(4) Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 14

(1) Anggota direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir ;

(2)
Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum masa jabatannya  berakhir karena :

a. Permintaan sendiri.

b. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah. 

c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara. 

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) b dan c Pasal ini jika merupakan  tidak dengan hormat  ;

(4) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (3) huruf b dan c pasal ini dilakukan anggota direksi yang diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Walikota ; 

(5) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut ayat (3) pasal ini dan selanjutnya menjatuhkan keputusan apakah pembelaan tersebut dapat diterima atau tidak ; 

(6) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum diputuskan, Walikota dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota direksi yang bersangkutan ;

(7) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara bahwa belum ada keputusan tentang pemberhentiannya, anggota direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian tersebut menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya, kecuali untuk keputusan pemberhentian dimaksud ayat (2) pasal ini diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu diberitahukan kepada yang bersangkutan. 

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 15

PEMBINAAN UMUM

(1) Pembinaan umum terhadap Badan Usaha Milik Daerah dilakukan oleh Walikota.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan umum sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini Walikota dibantu oleh Direktur utama .

Pasal 16

PENGAWASAN UMUM
Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Walikota dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Sekretaris Daerah. 

BAB X

 BADAN PENGAWAS

Pasal 17
(1)
Badan Pengawas  melaksanakan pengawasan meliputi pemeriksaan, pengujian dan pemindahan serta penyusutan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

(2)
Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota ;

(3)
Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah termaksud pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 18

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk   dari Walikota.

Pasal 19

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban : 

(1) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan anggaran dan laporan - laporan lainnya dari direksi ;

(2) Anggota Badan Pengawas terdiri dari unsur  pejabat Pemerintah Kota ;

(3)
Walikota karena jabatannya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat ditunjuk pejabat sebagai Ketua Badan Pengawas.
Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas Daerah mempunyai wewenang, antara lain :

(1) Melihat buku - buku dan surat serta dokumen - dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas dan memeriksa kekayaan Badan Usaha  Milik Daerah ;

(2) Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut  Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Meminta Direksi atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.

(4)
Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan - pandangan terhadap           hal - hal yang diperlukan.

(5)
Mengadakan kegiatan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
 Pasal 21

(1)
Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau pada waktu yang diperlukan ; 

(2)
Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dibicarakan hal – hal yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Tugas pokok, fungsi, hak dan Kewajiban Badan Pengawas ;

(3)
Keputusan Rapat Badan Pengawas Daerah diambil atas dasar musyawarah mufakat ;

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 22

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Badan Pengawas, Walikota dapat mengangkat seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Kota Bima yang diangkat dari lingkungan Badan Pengawas.

Pasal 23

(1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang – kurangnya 3 ( tiga) orang dan sebanyak –banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan anggota.

(2) Anggota Badan pengawas terdiri dari unsur – unsur Pejabat Pemerintah Daerah.

(3)
Walikota karena jabatannya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjukan pejabat sebagai Katua Badan Pengawas.

Pasal 24

(1) Aggota Badan pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Walikota mengenai pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah ;

(2) Disamping syarat dimaksud ayat (1) pasal ini, anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau menganggu kepentingan Badan Usaha Milik Derah ;

(3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Walikota dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25

Anggota  Badan Pengawas yang telah berakhir  masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)  Keputusan ini.

Pasal 26

(1) Antara sesama anggota Badan Pengawas dengan direksi tidak boleh berhubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas atau ke samping.

(2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan tersebut diatas untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikota.

Pasal 27

Apabila pengurus anggota – anggota atau salah seorang anggota Badan setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik atau karena alasan lain dapat diberhentikan anggota Badan Pengawas tersebut.

Pasal 28

Anggota Badan pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 29

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada anggaran Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN INTEREN

Pasal 30

(1)
Untuk melaksanakan pengawasan interen dalam perusahaan Badan Usaha Milik Daerah direktur utama membentuk satuan pengawasan interen ;

(1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini dapat dilakukan atas persetujuan walikota ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengawas interen dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama.

Pasal 31

(1) Satuan Pengawasan interen bertugas membantu direktur utama dalam mengadakan penilaian atas sistim pengendalian, pengelolaan ( managemen ) serta memberikan Saran – saran dan pertimbangan ;

(2) Direksi Badan Usaha Milik Daerah dapat mengunakan saran dan pendapat satuan pengawas interen sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan, pengelolaan, ( managemen ) PSerusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengawas interen wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas organisasi yang lain dalam Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing – masing.

Pasal 33

Pimpinan Satuan Pengawas intern harus memiliki pendidikan dan keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai pengawas interen yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 34

Kepala satuan Pengawas interen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 35

(1) Semua pegawai Badan Usaha Milik Daerah termasuk anggota direksi yang ternyata melakukan tindakan merugikan Badan Usaha Milik Daerah atau, tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban atau  yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung diwajibkan mengganti kerugian ;

(2) Segala kebutuhan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah atau Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah ;

(3) Semua pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat – surat berharga serta barang persedian yang dimiliki Badan Uasaha Milik Daerah wajib memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku ;

(4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Daerah ;

(5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku administrasi Badan Usaha Milik Daerah disimpan ditempat Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali dalam hal yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara disimpang atau dipindahkan kepada Badan Pengawas Daerah ;

(6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan, surat bukti atau surat – surat dimaksud ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Badan Pengawas Daerah.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 36

Tahun buku Badan Usaha Milik Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 37

(1) Direksi wajib membuat Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah untuk setiap tahun buku dan selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Walikota melalui Badan Pengawas ;

(2) walikota setelah menerima pengajuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau melaksanakannya   selambat – lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan ;

(3) Anggaran Badan Usaha Milik daerah dimaksud ayat (1) pasal ini tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya jika Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak anggaran Badan Usaha Milik Daerah tersebut ;

(4) Dalam hal terjadi keberatan  dan penolakan seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini, direksi menyempurnakan atau mengubah anggaran Badan Usaha Milik Daerah dimaksud selambat – lambatnya dalam Triwulan pertama tahun yang sedang berjalan ;

(5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang diadakan oleh direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan 

(6) Apabila Anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang diajukan oleh direksi belum mendapat pengesahan Walikota sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang jalan.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN USAHA BERKALA KEGIATAN DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

PASAL 38

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan 

setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 39

(1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba / rugi untuk tiap tahun buku kepada Walikota melalui Badan Pengawas         

(2)
Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan akuntan Negara / akuntan publik ;

(3)
Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Walikota ;

(4)
Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah melaksanakan jika selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan oleh Walikota tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGUNAAN LABA

Pasal 40

Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 38, Badan Usaha Milik Daerah ini ditetapkan penggunaan sebagai berikut :

a. Dana konstribusi untuk pembangunan Daerah ( PAD ) sebesar 55 %

b. Cadangan umum sebesar 30 %

c. Sumbangan dana pensiun pegawai dan pesongan sebesar 5 %

d. Dana sosial pendidikan pegawai sebesar 10 %

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

(1) Ketentuan pokok – pokok kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Walikota dengan surat keputusan setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengawas ;

(2) Kedudukan, gaji, pesangon, penghasilan dan fasilitas lainnya bagi direksi, ditetapkan oleh Walikota dengan surat keputusan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas ;

(3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai / karyawan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan pokok – pokok perusahaan Daerah ;

(4) Gaji, penerimaan / pesangon, penghasilan dan fasilitas – fasilitas lainnya bagi pegawai / karyawan perusahaan Daerah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS

BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 42

(1) Pembubaran, pelemburan, penggabungan atau perubahan status Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

(2) Walikota menunjukan likuidator dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika perusahaan dibubarkan ;

(3) Semua kekayaan Badan Usaha Milik Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Kota ;

(4) Pertanggung jawaban likuidator yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Kota ;

(5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Kota menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Ditetapkan     Raba-Bima

Pada tanggal                        2004

 WALIKOTA BIMA, 

M. NUR A. LATIF


WALIKOTA BIMA


KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR                TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk  melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;



b. 
bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan jalan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima;

d. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima,  perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat 
:
1.  
Undang-undang Nomor  12  Tahun 1970  tentang Penanaman Modal Dalam Negeri  ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );

2. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848);


   4. 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Nomor   3851) ;



5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

6. 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ); 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);



8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );

9. 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom         ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 


10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 402, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);


11.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);


12.  Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);


13..
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);   

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4138);


17.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas    Penyelenggaraan    Pemerintah       Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan  Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);


19. 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 );

20.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA .

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Kepala Daerah  adalah Walikota Bima.

d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bima.

e. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

f. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

h. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bima.

BAB II

P E N D I R I  A N 

Pasal 2

(1) Dengan Keputusan Walikota ini ditetapkan Pendirian Bima Bhakti Utama Kota Bima dengan kedudukan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ;

(2)  Bima  Bhakti  Utama   sebagai   Badan   Hukum   berhak   melakukan  usaha-usaha berdasarkan Keputusan Walikota ini ;

(3)  Dengan tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Walikota, maka Bima Bhakti Utama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1)  Bima Bhakti Utama Kota Bima berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bima ;

(2) Bima Bhakti Utama Kota Bima dapat mendirikan kantor perwakilan serta kantor pelayanan dengan wilayah kerja dalam wilayah daerah Kota Bima ;

(3) Apabila di dalam operasionalnya terdapat kegiatan di luar wilayah Kota Bima, maka Bima Bhakti Utama Kota Bima dapat menyesuaikan diri dengan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

(1) Bima Bhakti Utama Kota Bima ini bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kota Bima dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan rakyat dengan mengadakan kegiatan produktif di bidang perdagangan umum dan jasa ;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bima Bhakti Utama Kota Bima melakukan usaha –usaha :

a. Mepersiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan fasilitas sosial lainnya ; 

b. Mengusahakan perdagangan umum dan jasa ;

c. Mempersiapkan dan melaksanakan penyediaan dan pendistribusian  barang dan jasa bagi Pemerintahdan masyarakat Kota Bima ;

d. Melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Walikota  sesuai dengan tujuan dan usaha Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

e. Di dalam mencapai tujuan dan melaksanakan usahanya Bima Bhakti Utama Kota Bima harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan undang-uandang yang berlaku. 

Pasal 5

Dalam mengembangkan usahanya, Bima Bhakti Utama Kota Bima dapat melakukan usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah atau badan usaha lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya dengan persetujuan Walikota. 

BAB  V

      M O D A L

Pasal 6
(1) Modal Bima Bhakti Utama Kota Bima adalah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah ;

(2) Modal Bima Bhakti Utama Kota Bima adalah seluruh kekayaan dan asset yang diserahkan Pemerintah Kota Bima sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan ;

(3) Modal Dasar Bima Bhakti Utama Kota Bima sebagimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-  (Satu Milyar Rupiah) ; 

(4) Bima Bhakti Utama Kota Bima mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan Keputusan  ini ; 

(5) Modal Bima Bhakti Utama Kota Bima tidak terbagi atas saham.

Pasal 7

Penambahan modal Bima Bhakti Utama Kota Bima dapat diperoleh dari :

a. Pemupukan dana interen 

b. Anggaran Daerah 

c. Bantuan Pemerintah maupun pihak ke tiga

d. Pinjaman  yang  diperoleh  dari  dalam  dan  luar negeri dengan persetujuan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

Bima Bhakti Utama Kota Bima dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas Direktur Utama dan sebanyaknya-banyaknya 4 (empat) orang Direktur.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengelolaannya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Walikota Bima dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 10

(1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ;

(2) Masing-masing Direktur untuk bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi ; 

Pasal 11

Tugas pokok Direksi adalah :

a. Mengelola Bima Bhakti Utama Kota Bima sesuai dengan tujuannya dan senantiasa berdaya guna dan berhasil guna ;

b. Mengurus dan menguasai kekayaan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

d. Mewakili Bima Bhakti Utama Kota Bima di dalam maupun di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas pada sub a dan b pasal ini.

Pasal 12

Direksi mempunyai kewajiban :

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan  Bima Bhakti Utama Kota Bima sesuai dengan tujuan dan usahanya ;

 b.  Menyiapkan pada waktunya rencana dan program kerja tahunan ;

 c. Mengadakan, memelihara dan mengelola administrasi umum dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

d.  Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan Bima Bhakti Utama Kota Bima termasuk perhitungan laba rugi kepada Walikota ;

e.  Menjalankan kewajiban lain berdasarkan petunjuk Walikota.

Pasal 13

Direksi mempunyai hak dan wewenang :

a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

b. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian sebagaimana sub b pasal ini ;

d.  Mengatur penyerahan kuasa Direksi untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang dan badan lain.

Pasal 14

Direksi harus mendapat persetujuan Walikota Bima dalam hal :

a. Mengadakan perjanjian utang piutang dan perjanjian kerjasama yang mengikat Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

b. Memperoleh, mengasingkan dan menghipotikan benda tidak bergerak milik Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

c. Melaksanakan  hal-hal  yang  bersifat  prinsip  lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima.

Pasal 15

(1)  Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia ;

(2) Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang  diperlukan untuk memimpin perusahaan serta memiliki akhlak dan moral yang mulia 

(3) Anggota Direksi diangkat dari kalangan swasta maupun pegawai Pemerintah Kota Bima ;

(4) Antar anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus baik ke atas dan ke bawah maupun garis ke samping termasuk suami isteri,  menantu dan ipar ;

(5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak

 langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari laba ;

(6) Anggota   Direksi  tidak   boleh merangkap  jabatan lain kecuali dengan ijin tertulis Walikota.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Pengawas setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ;

(2) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali   setelah jabatan tersebut berakhir ;

Pasal 17

(1) Anggota  Direksi  dapat  diberhentikan  oleh  Walikota  meskipun  masa jabatan sebagaimana dimaksud  pasal 16 ayat (2) belum berakhir karena :

a. Meninggal dunia ;

b. Atas permintaan sendiri ;

c. Melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan perusahaan ;

d. Melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan kepentingan daerah atau 

negara ;

e. Cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas.

(2) Walikota dapat memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sub c dan d pasal ini ;

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya ;

 (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bima Bhakti Utama Kota Bima ditetapkan oleh  Walikota.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 18

(1) Guna membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas jalannya Bima Bhakti Utama Kota Bima, dibentuk Pengawas dengan keanggotaan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang   yang diketuai oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya;          

(2) Para anggota Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima ;

(3)  Masa jabatan anggota Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) selama -lamanya  3 (tiga) tahun.

(4)  Pengawas bertugas membantu Walikota :

a. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota Bima ;

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota  Bima ;

c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

e. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan perkembangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

f. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima.

(5) Ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan anggota Pengawas ditetapkan oleh Walikota ;

(6) Penghasilan anggota Pengawas ditetapkan oleh Walikota, dan dibebankan kepada Bima Bhakti Utama Kota Bima.

BAB  VIII

      TAHUN  BUKU

      Pasal  19

Tahun Buku Bima Bhakti Utama Kota Bima adalah tahun takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
BAB IX

ANGGARAN

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru berlaku, Direksi telah mengirimkan rencana Anggaran Bima Bhakti Utama Kota Bima kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah rencana Anggaran Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterima oleh Walikota dan Walikota tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana Anggaran tersebut, maka rencana Anggaran tersebut dianggap berlaku ;

(3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota.

BAB X

 LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA 

DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 21

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bima Bhakti Utama Kota Bima disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota.

    Pasal 22
(1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan hasil usaha  Bima Bhakti Utama Kota Bima kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku ;

(2)
 Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan ;

(3)
Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Walikota tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan ;

(4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Walikota dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab oleh Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB  XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

 Pasal 23

(6)  Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Anggaran Daerah 

50 %

b. Cadangan Umum

20 %

c. Jasa Produksi


10 %

d. Jasa Pegawai

  
  5 %

e. Dana Pensiun dan Sosial
15 %

(2) Bima Bhakti Utama Kota Bima tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan

 rahasia.

BAB  XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiun pegawai Bima Bhakti Utama Kota Bima termasuk anggota Direksi diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Kepegawaian yang berlaku ;

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Bima Bhakti Utama Kota Bima menurut peraturan kepegawaian yang diatur oleh Walikota ;

(3) Pendapatan dan tunjangan lain untuk anggota Direksi dan pegawai Bima Bhakti Utama Kota Bima ditetapkan oleh Walikota.

BAB  XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

(1) Penyelesaian perselisihan yang timbul atas sesuatu perjanjian diselesaikan melalui proses Pengadilan atau dengan jalan arbitrage ;

(2) Bima Bhakti Utama Kota Bima dapat mengadakan ketentuan arbitrage dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 26

(1)  Pembubaran Bima Bhakti Utama Kota Bima ditetapkan dengan Peraturan daerah ;

(2) Walikota menunjuk suatu panitia dalam rangka pembubaran Bima Bhakti Utama  Kota Bima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;

(3)  Dalam hal Bima Bhakti Utama Kota Bima dibubarkan, semua hutang dan kewajiban  keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima dari harta kekayaan Bima Bhakti Utama Kota Bima yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Kota Bima ;

(4)  Pertanggung jawaban likuiditas oleh likuidatur dilakukan kepada Walikota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur. 

Pasal 27

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pasal 29 maka penyelesaian kekayaan anggota Direksi dan pegawai Bima Bhakti Utama Kota Bima ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini  akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Bima tentang Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima dan atau Keputusan Walikota Bima.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bima tentang Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di         Raba-Bima

Pada tanggal            April   2004

 WALIKOTA BIMA, 

 M. NUR A. LATIF

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;

2. Ketua DPRD Kota Bima di Raba ;

3. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum

4. Arsip.


WALIKOTA BIMA


KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR                TAHUN 2004

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

	Menimbang
	:
	a.
	Bahwa dalam rangka melaksanakan Pengawasan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Bima Bhakti Utama Kota Bima perlu diangkat direksi.

	
	
	b.
	bahwa personalia-personalia sebagaimana lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk mengemban dan melaksanakan tugas sebagai Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bima Bhakti Utama Kota Bima.

	
	
	c.
	bahwa pengangkatan personalia sebagaimana poin a dan b       di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima.

	Mengingat
	:
	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
	Undang-undang Nomor  12  Tahun 1970  tentang Penanaman Modal Dalam Negeri  ( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomo 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);


Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,   Tambahan Lembaran Negara Nomor   3851) ;



Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );


Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);



	
	
	8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom         ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 402, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah          ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan                   ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);   

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4138);


Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  Atas Penyelenggaraan    Pemerintah       Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan  Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 );

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11).



	Memperhatikan :
	Keputusan Walikota Bima Nomor    Tahun 2004 tanggal       April 2004 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima. 


	MEMUTUSKAN



	Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA



	PERTAMA
	: 
	Mengangkat Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima sebagaimana lampiran  keputusan ini



	KEDUA
	: 
	Tugas dan tanggung jawab Pengawas adalah :

a. Merumuskan kebijaksanaan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota  Bima sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kota Bima.

b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

e. Memberikan  pertimbangan  dan  saran,  baik  diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan perkembangan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

f. Meminta  keterangan  kepada  Direksi  mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan Bima Bhakti Utama Kota Bima.



	KETIGA
	:
	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima



	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

	
	
	


Ditetapkan di    Raba-Bima

Pada tanggal         April    2004

 WALIKOTA BIMA, 

 M. NUR A. LATIF

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth. :

5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;

6. Ketua DPRD Kota Bima di Raba ;

7. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum

8. Arsip.

	LAMPIRAN
	:
	KEPUTUSAN WALIKOTA 

	
	
	NOMOR         TAHUN  2004

	
	
	TANGGAL       APRIL  2004

	
	
	TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA


	NO.
	NAMA
	ALAMAT
	JABATAN

	1.
	Walikota Bima
	Bima
	Ketua Pengawas

	2.
	Asisten Ii (Bidang Ekonomi)
	Bima
	Anggota Pengawas

	3.
	Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bima
	Bima
	Anggota Pengawas

	4.
	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bima
	Bima
	Anggota Pengawas

	5.
	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Bima
	Bima
	Anggota Pengawas


Ditetapkan       Raba-Bima

Pada tanggal         April  2004

 WALIKOTA BIMA, 

M. NUR A. LATIF

	MEMUTUSKAN



	Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI  BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA



	PERTAMA
	: 
	Mengangkat Direksi  Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima dalam jabatan sebagaimana lampiran  keputusan ini



	KEDUA
	: 
	Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah :

a. Mengelola  Bima  Bhakti  Utama  Kota  Bima sesuai dengan tujuannya dan senantiasa berdaya guna dan berhasil guna ;

b. Mengurus dan menguasai kekayaan Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Bima Bhakti Utama Kota Bima ;

d. Mewakili Bima Bhakti Utama Kota Bima di dalam maupun di luar pengadilan, baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas. 



	KETIGA
	:
	Segala tindakan Direksi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Walikota serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.



	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Usaha Milik Daerah Bima Bhakti Utama Kota Bima



	KELIMA
	:
	Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di     Raba-Bima

Pada tanggal         April   2004

 WALIKOTA BIMA, 

  M. NUR A. LATIF

Tembusan ; Disampaikan Kepada Yth. :

9. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;

10. Ketua DPRD Kota Bima di Raba ;

11. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum

12. Arsip.

	LAMPIRAN
	:
	KEPUTUSAN  WALIKOTA 

	
	
	NOMOR         TAHUN  2004

	
	
	TANGGAL      APRIL 2004

	
	
	TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH BIMA BHAKTI UTAMA KOTA BIMA


	NO.
	NAMA
	ALAMAT
	JABATAN

	1.
	
	
	Direktur Utama

	2.
	
	
	Direktur Administrasi dan Umum

	3.
	
	
	Direktur Perencanaan

	4.
	
	
	Direktur Pemasaran

	5.
	
	
	Direktur ……


Ditetapkan di     Raba-Bima

Pada tanggal         April  2004

 WALIKOTA BIMA, 

  M. NUR A. LATIF
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